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RETRIBUSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
ATAS PEIJ! 8E ruAT.J PE KERJAAIIJ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA- ESA

BUFATI INDRAGIRI HULU,

: a. bahwa Ltntuk terlaksananya kegiatan proyek-proyek
pomerirrtah diperlukan suatu tata cara teftentu, yaitu dengan
melaksanakan prosedur pelelangan sobagai safah satu cara
untuk mensntukan pom€nang pelaksanaan atas suatu
pelcerjaan dihidang jasa konsultan dan pekerjaan
pemborongan.

b. bahwa sohubungan dengan pomberian pokorjaan
sehagaimana dimaksud huruf a diatas. pertLt dikenaKan
Rctribusi pcngadaan barang dan jasa atas pcrnbcrian
pekerjaan yang diteiapkan dalam suatu Pemturan Daerah.

1 . Undang-undang l{omor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentttken Da.erah Otonom dalam Lingkungan Daerah
Fi-opinsi Siimatera Tengah (Lembaran l,legara Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang lJomor 6 Tahun 1965 tentang Pernbentukan
Kabupaten Daerah Tingkat ll Indragiri Hilir (Lernbaran
Nlegara Tahun 1965 l.lomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2754);

?. undang-undang Nomor I Tahun 1gg1 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lernbaran f.legara
Tahun 1981 Nomor 76, Tanrbahan Lomharan Negara
Nomor 3209);

3. Undang-undang Flcmor 22 Tahun lg$g tcntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun l ggg
Flornor 60, Tarnbahan Lennbaran frtegara lrlornor 3B3g);

4. Undang-undang ltJomor 53 Tahun lggg tentang
Pernbentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan
Hilir, $iak, Karimun, frlatuna, Kuantan $ingingi dan Kota
Batam (Lembaran l,legara Tahun lggg ldomor i8i,
Tambahan Lembaran Negara lrlomor 3902);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan
atas Undang-undang l,Jomor 18 Tahun 1gg7 tentang Pajak
dan Retriblrsi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
l.lomor 246, Tembahan Lembaran tlegeia f.lomor 4048),



?

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kcwenangan Pcmcrintah dan Prcpinsi scbagai Dacrah
rftonom (Lembaran Negara Tahun 200U Nomor 54,
Tambahan Lembaran lrlegara I'Jonnor 3952);

I

Pcraturan Pernerintah |Jomor e6 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran ltlegara lrjomor 4139).

Dengan Persetujuan

DEWAi\i PERWAKILAI{ RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Menetapkan

MEMUTU$KAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAOIRI HULU
TEfUT,AIUG RETRIBUSI PENG.A.DA.AN BARANG DAN JASA
ATAS PET|BERIAN PEKERJA,AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Daoal , l

Dalann Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten lndragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bunati aclafah Bunat! Indraairi Hulu.
4. Dittas/lnstansi adalah Ditras/lnstrarrsi dilingkungan Penrerintah Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Dinas Pondapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah l(abupaten Indragiri Hulu.
6. Pelelangan aclalah salan satu cara untuK menentukan pemenang suatu

pckorjaan dibidang konsultan, pckorjaan pemborongan,sorta pcngadaan barang
cian jasa.

7. Jasa Pemborongan adalah Layanan penanganan pekerjaan bangunan atau
konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan tekhnis dan spesifikasinya
ditetapkan oleh pengguna barang clan jasa"

8. Jasa Konsultansi adalah Layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai
bidang dafam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk
piranti lunal< dan disusun secara sistimatis berdasarkan kerangka acuan l<erja
yang ditetapkan pengguna jasa.

9. Pekerjaan adalah Proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dari Dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten dan APBD Propinsi yang
dilaksanakan di Daerah Kahupaten Inclragiri Hulu.

10. Rekanan adalalr Perusahaan atau badan usaha yang bergerck dalam tridang
jasa konultan, pekerjaan pemborongan "Sipil. Pertanian,lndustri dan lain-
t^ t*- . ,^  n
ldur il ry€l

1 1 . Pro-veK adalah Proyek-proyelr Pemerlntahan yang meliputi peKerjaan Jasa
Pemborongan, Jasa Konsultan dan Jasa Pengadaan yang dibiayai dari dana
APBD, APBD Kabupaten dan APBD Propinsi yang dilaksanakan di Daerah
Kahl rnaton fnrf rnniri Fft lh t

l2.Retribusi Pengadaan Barang Dan Jasa atas Pemberian Pekerjaan adalah
Retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah lrepada rekanan yang
rrt€ffI€ri e n g kan tender pekerj aan Proyek-proyek P emerintah.

6.
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13.Bank adalah Bank Pemerintah yang melakukan pembayaran atas pekerjaan
pcrnborcngan, pckcrjaan jasa konsultan.

i 4. Pemiiihan langsung adalah Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tanpa
melalui pelelangan umurn atau pelelangan terbatas yang dilakukan dengan
membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tigai penawar yang melakukan
negosiasi [raik Tekhnis maupun harga yang wajar dan dapat dipertanggung
jawabkan dari rekanan yang tercatat dalam Daftar Rokanan Mampu,sesuai
dengan bidang usaha,ruang lingkup dan kwalifikasi kemampuannya.

15. Panunjukan langsung adalah Falaksanaan Famborongan, Pembclian/
pengadaan barang yang dilakukan oleh pemborong/rekanan tanpa rnelalui
pelelangan umum,pelelangan terbatas atau pernilihan lang"lng- ...

i 6. iranitia Pengadaan adalah Panitia Peielangan atau Panitia Pemilihan Langsung
dan atar; panitia Penunjukan Langsung yang ditugasi untuk melakukan prosedur
pengarJaan Barang/Jasa olelr Kepala Katrtor/$atuan Kerja/Pemimpin
Proyek/Bagian ProyeklPejabat yang d isamaka n/d itunj uk.

l T.Penyedia Barang dan Jasa adalah Perusahaan atau mitra kerja yang
melaksanakan pengadaan BaranglJasa.

18. pcngguna Barang- dan Jasa adalah Kcpala Kantor/$atuan KcrjalPcrnirnpin
proyeiVnagian Proyek/Pejabat yang disamakan/dituniuk sebagai pemilik
Pekerjaan dalam suatu Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

lg.Jasa Lainnya adalah $egala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultasi,jasa pemtrorongan dan pengadaan barang.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pgsal 2

Dengan narna Retribusi Pengadaan Barang dan jasa atas pemherian pekerjaan
dipurrgut Retribusi atas pemberian pekerjaan.

Fasai 3

Objck Rotribusi adalah setiap kcgiatan pongadaan barang dan jasa molalui
pemberian pekeriaan proyek-proyek Pemerintah di daerah kepada rekanan'

Pasal 4

$ubjek Rstribusi aclalah sotiap rekanan yang mendapat jasa konsultan, pekerjaan
pemborongan dan pengadaan barang dari pemerintah di Daerah.

BAE III
GOLON€AN RETRIBU$I

Pasal 5

RetriSrrsi pengaclaan frarang rlan jasa atas pemberian pekerjaan digolongkan
sebagai Retribusi jasa usaha.

BAts IV
CARA MEI\IG I.J KUF. T! NG KA.T PE NGGU NAO.h! JAS A'

Pasal 6

Tirrgkat penggurraan jasa atas pemberian pekorjaarr olch Pentoritrtali diukur

bcrdasarkan proyek-proyek yang dibcrikan.



gAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAh! BESARIUYA TARIF
Pasal 7

Pi-insip yarrg disebut dalanr penetapan dan besarnya tarif Retribusi perrgadaan
barang dan jasa atas pemberian pekerjaan adafah dengan memperhitungkan biaya
ad m i n istrasi, perawatan/pemeliharaan d an pembinaan.

BAB Vi
STRUKTUR DAN BES.ARNY.A. TARIF RETRIHUS!

Pasal I

(1) Struktur iarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan yang diberikan
oleh pemerintah.

(2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Jasa Pemborongan sebesar 1,5 % dari 85 % nilai kontrak.
b. Jasa Konsultan sebesar.. . . . .  2 % dari  85 % ni lai  kontrak.
c. .fasa Pengadaan sstresar .,. 1 ,5 % dari 85 ",6 nilai l<ontrak.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBU,SI

Pasa! I

Retrihusi pengadaan barang dan jasa atas pemberian pekerjaan dip';ngilt di
\it'ilayal'r daerah.

BAB VIII

. 
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETOP"AN

Pasal 10

(i) Tata 6ara pungutan dan penyetoran Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa atas
Pemberian Pekerjaan akan diatur lebih lanjlf dengan KeputLtsan Bupati.

(2) Tanpa mengurangi maksud ketentuan ayat (1) Pimpinan Froyek memerintahkan
Bendaharawan Proyek untuk melakukan pemungutan Retribusi Pengadaan
Barang clan Jasa atas Pemberian Pekerjaan.

Pasaf 1 1

(1) PelaKsanaan Pungutan Retrihlrsi Pengadaan Barang Jasa atas Pemberian
Pckorjaan dilakukan pada saat kontrak ditanda tangani atau solambat-
lambatnya pada pembayaran termen pertama.

(2) $etiao pungutan Retribusl harus dlberikan tanda bukti penerimaan (dalam
rangkap 5).

(3) Hasil pungutan Retribusi dimaksud pasal B ayat (2) segera disetorkan kepada
Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah dengan
ketentuan yang berlaku.



Pasal 12

. pekerjaan proyek-proyek pemerintah !,ang dibiayai dari Dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD Kabupaton dan APBD Propinsi yang
ctilaksanakan claerah K"alrupaten Indragiri Hulu dikena"kan R"etriLtttsi Pengadaan
Barang clan Jasa atas Pemberian Pekerjaan menurut Peraturatl Daerah ini
meliputi :
a. Jasa Pemborongan;
b. Jasa Konsultan;
^ lace Ponnadaan.1,.  uur l .  t  v l  rvc

i?) setiap rekanan yang mendapat pekerjaan dari pemerintah sebagaimana
clinraksud ayat (1) diwajibkan mornbayar Rctribusi Pongadaan Barang dan Jasa
atas Pembsrian Pekerjaan.

Pasal  13

Dikecriaiikan ctari pungutan Retribusi sebagaimana dir'raksud pasal (1?) adalali :

a. Jonis pekerjaan proyok-proyok pemorintah yang dibiayai dari Dana Bantuan
t-uar Negeri (LOA.N) kecuali dana pendamping tidak tormast-tk dalam ketentuan
pasal iiii.

b. Jenis proyek-proyek pemerintah Swakelola dan Padat Karya yang tidak
dilal<sanakan oleh Pihak Ketiga.

FAB IX
PE I\IGAWASAN DA.N PE NG E NDALI.Ah!

Pasal 14

Pongawasan dan pengendalian aks pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesual fungsl dan wewenangnya.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Etagian Pertama
Sanksi Pidana

Pasal 15

(1) Berang siapa melengger ketentuan Peraturan Daerah ini diancam piclana
' ' 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak
F.p. 5.000.000,- (Lima iuta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Baglan Kedua
$anl<ei Ad rnin istrat!f

Pasal  16

Bagi wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
Kerrangan llaerah cliherikan Sanksi Aclministratif borupa pencatrtttan izin usaha"



EAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Pejabat Pegaw.ai Negeri Sipiltertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dilrerikan
wewenarrg kliusus sebagai penyidik untuk inefakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) V/ewenang penyiclik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkbnaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan leeterangan mengenai orang pribadi
atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sohubungan dengan tlndak pldana PerpaJakan Daerah dan Retribusi.

c. Morninta kcterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukurn
sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lainnya serta nrelakukan penyitaan terhaclap bahan
bulrti tersebut.

f. Msminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana Perpaiakan Daerah dan Retribusi,

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Porpajakan
Daerah dan Retribusi.

i. l,lemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksf;

j. Mcnghentikan pcnyidikannya;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat
dipedanggung jaurabkan ;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor I tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

EAE XII

KETENTUAN PENUTUP
Fasal  18

i-ial-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasaf 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggaidiundangkan.



Agar setiap orang
Feraturan Daerah ini dengan
Kabupaten indragiri Hulu.

mengetahuinya memerintiahkan pengundangar]
menempatkannya kedalam Lembaran Daeralr

Rengat

pada ta
di Rengat
?l A6ut'tul 
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LEMBARATJ DAERAH KABUPATEI',J II'JDRAGIRI HULU TAHUTJ 2AA4 IJOMOR : 7o
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